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Gambaran Umum

• Posisi Geografis : 8 0-120 LS and 1180-1250 BT
• Jumlah Pulau : 609 (Kepmendagri 100.1.1-6117 Thn. 2022)

• Pulau tdk berpenghuni : 565 pulau
• Pulau berpenghuni : 44 pulau
• Iklim : 8 bulan (kemarau) dan 4 bulan (musim hujan)
• Luas wilayah : Darat ± 46.446 km2; Laut ± 200.000 km2

• Penduduk : 5,65 juta jiwa lebih (per Agustus 2024)

WILAYAH ADMINISTRASI: 

 Kabupaten/Kota :  21 Kab. & 1 Kota 

 Kecamatan :      315

 Desa :  3.137

Kelurahan :      305 



LINGKUNGAN STRATEGIS
46.446,644 KM²LUAS WILAYAH

21 Kabupaten dan 1 KotaWil. Administrasi

(1180 - 1250 BT) – ( 80 -120 LS)Letak Wilayah

5.700 kmPanjang Pantai

609 pulauJumlah Pulau

5.656.039 jiwa (2024)Jumlah Penduduk

4,55% Tw. I 2025 (Target 
Nasional 5,2%)

Pertumb. Ekonomi

18,60% per maret 2025 
(Target Nasional 7-8%)

Kemiskinan

2,82% (Target Nasional 0%)Kemiskinan Ekstrim

37,00% (Target Nasional 18%)Stunting (2024)

0,316 (Target Nasional 0,379-
0,382)

Gini Ratio (2024)

Rp. 5. 323.225.636.314,-APBD

Rp. 1.581.781.608.941,-PAD

69,14 (Nasional 75,02)IPM (2024)

Gini Ratio dalam 5 tahun terakhir
konsisten turun



GAMBARAN UMUM
• Energi:
 Arah pengembangan energi khususnya EBT difokuskan pada 3 (tiga) wilayah besar, 

yaitu : 
1. Sumba Iconic Island di wilayah Sumba dengan pengembangan EBT Tenaga Surya; 
2. Timor Biomassa di Wilayah Timor dengan Pengembangan EBT Biomassa; dan
3. Flores Geothermal di Wilayah Flores untuk pengembangan EBT Geothermal 

(Panas Bumi). 
 Potensi lainnya yaitu pengembangan hydrogen hijau yang potensial diterapkan pada 

hampir semua daerah di NTT. 
 Secara potensi, wilayah Sumba dan Flores akan berkontribusi besar di dalam

pengembangan EBT di dalam wilayah Nusa Tenggara maupun ke wilayah Jawa dan 
Bali, diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang dapat membuka peluang
pertumbuhan ekonomi yang signifikan, termasuk pada penurunan emisi GRK yang 
mengarah pada subtitusi energi fosil.

 Sampai dengan Desember 2024 persentase desa berlistrik 96,51% dan rumah tangga
yang teraliri listrik sebesar 96,35% dan hampir seluruhnya dialiri oleh listrik PLN.



Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Pertanian : Energi







Potensi EBT di NTT 



1. PROGRAM SUMBA ICONIC ISLAND (SII)

(Kepmen ESDM No. 3051.K/30/MEM/2015)

Tujuan : Menyediakan akses energi kepada masyarakat dan mendorong perekonomian untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Sumba, melalui pemanfaatan EBT.

2. PROGRAM FLORES GEOTHERMAL ISLAND 

(Kepmen ESDM No. 2268.K/30/MEM/2017)

Tujuan : Menyediakan akses energi kepada masyarakat dan mendorong perekonomian

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Flores, melalui pemanfaatan

Energi Panas Bumi.

KEBIJAKAN NASIONAL TERKAIT ENERGI



Dinas ESDM Provinsi NTT @dinas_esdm_prov_nttDinas ESDM Prov NTT @DinasEsdmNtt





Capaian Bauran EBT Provinsi NTT Tahun 2023

Transisi Energi

17,68%

57,11%

25,21%

Bauran Energi Daerah Provinsi NTT

EBT Minyak Bumi Gas Bumi Batubara

36,97%

43,73%

19,30%

Bauran Energi Daerah Provinsi NTT

EBT Minyak Bumi Gas Bumi Batubara

perhitungan dilakukan dengan asumsi
tidak menggunakan kayu bakar dan LPG.

perhitungan dilakukan dengan asumsi
menggunakan kayu bakar dan LPG.

Gas Bumi, belum digunakan
(0%)





KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH
REVISI  PERDA RUED NTT TAHUN 2025-2034

KEBIJAKAN Energi Daerah Terdiri Dari Kebijakan Utama Dan Kebijakan Pendukung

Utama :
1. Ketersediaan energi untuk kebutuhan daerah yang 

dilakasanakan secara kolaboratif oleh lintas sektor
2. Prioritas pengembangan energi daerah untuk pengembangan

ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Pemanfaatan sumber daya energi yang berkeadilan GEDSI

Pendukung :
1. Konservasi energi
2. Konservasi sumber daya energi
3. Diversifikasi energi
4. Tatakelola energi di Desa

Kebijakan akan di implementasikan melalui program dan kegiatan
pada sector : rumah tangga, komersil, transportasi, industri dan
sektor-sektor lainnya

STRATEGI Energi Daerah dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan utama dan kebijakan pendukung

Kebijakan Utama
1. Meningkatkan eksplorasi sumber daya EBT
2. Meningkatnya produksi energi dan sumber energi daerah
3. Meningkatnya keandalan produksi , penyimpanan dan distribusi

energi
4. Terjamin daya dukung lingkungan dan daya tampung energi
5. Pemanfaatn lahan yang bernilai ekonomis dalam penyediaan

energi
6. Pengembangan EBT
7. Pemanfaatn EBT secara Inklusif
8. Ketersediaan energi bagi keluarga miskin, perempuan, kdisabilitas

dan kaum rentan

Kebijakan Pendukung
1. Konservasi sumber daya energi dilaksanakan dengan pendekatan lintas sector
2. Konservasi energi dan efisiensi pengelolaan sumber daya energi
3. Pengembangan kebijakan/regulasi daerah terkait konservasi energi
4. Pengembangan Diversifikasi Energi untuk meningkatkan konservasi sumber daya

energi dan ketahanan energi daerah
5. Diversifikasi energi untuk peningkatan ekonomi responsif GEDSI
6. Mengoptimalkan transisi energi berkeadilan GEDSI di tingkat desa
7. Mengoptimalkan unit usaha energi yang dikelola oleh BUMDes, Koperasi, BUMD dan

Lembaga ekonomi lainnya
8. Mendorong riset dan inovasi EBT dengan melibatkan lembaga penelitian, pendidikan

dan lembaga mitra pembangunan di bidang teknologi, tata kelola dan kebijakan
implementatif



Catatan : Untuk PLTP Mataloko sebesar 2,5 MW
tidak produksi sejak Tahun 2015 sehingga eksisting
tersisa 2 PLTP (Ulumbu & Sokoria sebesar 18 MW)

ON GRID PLN 



INDIKATOR SASARAN KINERJA TERKAIT ENERGI
DLM RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Strategi Sasaran Tujuan 
MISI 1: Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya
saing (MAJU)  

a. Rasio Elektrifikasi (%)

b. Konsumsi Listrik per Kapita

(kWh/Kapita)

c. Intensitas Energi Primer

(SBN/ Rp Miliar)

d. Porsi EBT dalam bauran

energi primer (%)

Meningkatkan kemitraan

dalam pemenuhan akses

dan kualitas layanan listrik

yang merata dan

berkelanjutan berbasis

Energi Baru Terbarukan

menuju Swasembada

Energi.

Meningkatnya Kinerja
Infrastruktur:
Tersedianya
infrastruktur jalan,
sumber daya air, air
minum bersih,
kelistrikan,
transportasi,
pertanahan dan rumah
layak huni dengan
partisipasi bersama
melalui skema
penerapan infrastruktur
hijau dan biru (green
and blue
infrastructure), serta
pertimbangan resiliensi

Meningkatnya Kinerja
Infrastruktur:
Tersedianya
infrastruktur jalan,
sumber daya air, air
minum bersih,
kelistrikan, dan rumah
layak huni dengan
partisipasi bersama



ARAH DAN KEBIJAKAN TERKAIT ENERGI DALAM RPJMD 2025-2029

 Koordinasi pemenuhan elektrifikasi berbasis pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan
PLN bagi rumah tangga belum berlistrik

 Peningkatan pemanfaatan riset PLN dan Non-PLN
 Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran

serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan
 Peningkatan kualitas operasional instalasi tenaga listrik melalui kemitraan pengembangan

sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro grid) untuk memperluas penyediaan
layanan yang lebih berkualitas

 Pembangunan jaringan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran berbasis Energi
Baru Terbarukan (EBT) untuk mempercepat transisi energi

 Penguatan optimalisasi sumber Energi Baru Terbarukan sebagai sumber cadangan energi
dalam mendukung transisi energi berbasis potensi Energi

 Baru Terbarukan sesuai potensi Daerah, yaitu Timor Biomass Island, Flores Gheotermal
Island, Sumba Iconic Island, serta potensi gelombang laut, arus laut temperatur laut dan
hidrogen hijau

 Penguatan peran dan kapasitas masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan
Energi Baru dan Terbarukan

 Penguatan peran Pemerintah melalui dukungan regulasi dan kebijakan dalam mempercepat
transisi energi berbasis potensi Energi Baru dan Terbarukan pada kawasan potensial
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KAPASITAS (kWp)JUMLAH UNITKABUPATENTAHUN

280 kWp9 UNITSUMBA TIMUR

2023
210 kWp6 UNITSUMBA TENGAH

70 kWp3 UNITSUMBA BARAT

90 kWp3 UNITSUMBA BARAT DAYA

145 kWp5 UNITSUMBA TIMUR

2024
130 kWp7 UNITSUMBA TENGAH

35 kWp1 UNITSUMBA BARAT

325 kWp8 UNITSUMBA BARAT DAYA

TA. 2023 TA. 2024

I. PLTS DAK – INFRASTRUKTUR ENERGI TERBARUKAN TA. 2023 & 2024 OFF GRID



II. ACCESS Project di NTTTAHUN 2024 OFF GRID (LAUNCHING)
(5 Unit di Kabupaten Sumba Barat Daya dan 2 Unit di Kabupaten Sumba Barat)

Desa Gaura
Kab.Sumba Barat, Kec.Laboya Barat

Kapasitas PLTS 33,0 kWp 
Jumlah sambungan 127 koneksi

Desa Watukarere
Kab.Sumba Barat, Kec.Lamboya

Kapasitas PLTS 28,6 kWp 
Jumlah sambungan 101 koneksi

Desa Eka Pata 2
Kab.Sumba Barat Daya, Kec.Wawewa Tengah

Kapasitas PLTS 26,4 kWp 
Jumlah sambungan 102 koneksi

Desa Eka Pata 1
Kab.Sumba Barat Daya, Kec.Wawewa Tengah

Kapasitas PLTS 25,3 kWp 
Jumlah sambungan 86 koneksi

Desa Dangga Mangu
Kab.Sumba Barat Daya, Kec.Wawewa Timur

Kapasitas PLTS 43,4 kWp 
Jumlah sambungan 118 koneksi

Desa Dikira
Kab.Sumba Barat Daya, Kec.Wawewa Timur

Kapasitas PLTS 25,3 kWp
Jumlah sambungan 89

koneksi

Desa Mata Wee Lima
Kab.Sumba Barat Daya, Kec.Wawewa Timur

Kapasitas PLTS 36,3 kWp 
Jumlah sambungan 136 koneksi



III. PLTS PROGRAM MENTARI TAHUN 2022 OFF GRID

Desa Mataredi dan Desa Matawoga
Kab.Sumba Tengah, Kecamatan Katiku Tana

Kapasitas PLTS 95 kWp Jumlah sambungan 203 RT , 
14 Fasilityas Umum dan 60 PJU



PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN KOMUNITAS LOKAL 
DALAM PENGEMBANGAN EBT

1. Peran Pemerintah
 Menyusun berbagai kebijakan dalam skala daerah dengan mempedomani kebijakan

nasional seperti penyusunan dokumen RUED dan RUKD.
 Menyiapkan data dan informasi terkait potensi dan pengembangan EBT.
 Kemudahan proses perizinan bagi investor yang bergerak di sektor EBT.
 Menjamin kemitraan dari berbagai stakeholder terkait pengembangan EBT dengan

konsep pentahelix
 Memfasilitasi penyiapan lahan untuk Pembangunan reactor dan jaringan EBT
 Memberikan edukasi kepada Masyarakat terkait pentingnya penerapan EBT dalam

upaya pelestarian lingkungan serta efisiensi dan nilai tambah ekonomisnya. 
(sosialisasi, penerapan muatan lokal di sekolah dan pendirian Politeknik khusus EBT)

 Melibatkan peranserta Masyarakat sejak proses perencanaan sampai dengan
pembangunan dan pemanfaatannya, khusus untuk skala kecil yang masih dapat
terjangkau

 Menyiapkan Masyarakat maupun kelompok Masyarakat agar dapat mandiri dalam
pengelolaan EBT, khusus untuk skala kecil.

 Sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara pengembang dan komunitas



PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN KOMUNITAS LOKAL 
DALAM PENGEMBANGAN EBT

2. Peran Komunitas Lokal
 Memberikan dukungan terhadap Pembangunan dan pengembangan EBT, 

khususnya terbuka pada perubahan (teknologi) yang ada dan berkomitmen
menjaga kelestarian lingkungan

 Memberikan masukkan kepada pemerintah dan pengembang agar proyek EBT 
tidak bertentangan dengan nilai sosial dan kultur yang ada.

 Sebagai fungsi kontrol dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian
lingkungan (berdasarkan pendekatan iptek dan kearifan lokal).

 Menjaga dan memelihara infrastruktur EBT yang telah terbangun (khususnya
skala kecil/lokal) dan mengoptimalkan ketersediaan EBT untuk peningkatan
ekonomi dan kesejahteraan.



TANTANGAN & PERMASALAHAN   IMPLEMENTASI

Ketergantungan  terhadap energi fossil masih sangat tinggi
Akses & Infrastruktur energi terbatas 
Permukiman yang tersebar dan berada pada wilayah yang minim 

aksesibilitas.
Belum optimalnya pengelolaan  potensi EBT
Minimnya penerapan dan keterlibatan unsur GEDSI dalam

pengelolaan maupun pemanfaatan EBT
Pemanfaatan energi yang belum memperhatikan isu 

keberlanjutan lingkungan dan dampaknya terhadap perubahan 
iklim global



HAL YANG HARUS DILAKUKAN 

 Pelibatan dunia usaha dan stakeholder terkait dalam konsep
kolaborasi dan komprehensif untuk Pembangunan Energi yang 
berkeadilan GEDSI

 Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon dan
mendorong Pemanfaatan EBT

 Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber
daya energi untuk pembangunan berkelanjutan;

 Mengintegrasikan pembangunan energi ke dalam kebijakan, 
strategi dan perencanaan dan penganggaran daerah.



Terima  Kasih 
BAPPERIDA 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
Jl. Polisi Militer No. 2 Kupang 


